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Amerika Serikat (AS) sering membanggakan diri sebagai negara paling demokratis di dunia dengan tradisi demokrasi yang kokoh sejak diproklamirkannya deklarasi kemerdekaan 4 Juli 1776 hingga kini.
Amerika Serikat juga senantiasa mendengungkan tekatnya untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia. Tekat tersebut kian dipertegas dengan di keluarkannya Doktrin Carter  (1980) yang berusaha mengkaitkan masalah penegakan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS terhadap negara lain. Hal tersebut dilakukan AS dengan tujuan untuk membendung pengaruh komunisme di seluruh dunia (pada era perang dingin) dan untuk mengatasi masalah terorisme dan negara tirani (pasca perang dingin dan tragedi WTC). AS, bahkan tidak segan-segan menjatuhkan sanksi politik, ekonomi, maupun militer kepada negara-negara yang di anggapnya tidak demokratis dan tidak menghormati hak asasi manusia, atau di anggap sebagai negara yang terlibat dan menjadi pendukung terorisme internasional.
Beberapa tindakan telah diambil AS terhadap negara – negara atau kelompok yang di anggap tidak demokratis, salah satunya adalah terhadap pemerintahan Fidel Castro di Cuba. Sampai saat ini, pemerintahan AS telah berulang kali mencoba untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro yang di anggap sebagai komunis, dengan alasan untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia.
Pertentangan antara pemerintahan AS dengan Cuba, di awali dengan kebijakan Fidel Castro yang menasionalisasikan perusahaan-perusahaan AS di Cuba tanpa kompensasi di awal masa pemerintahanya dan menjalin persahabatannya dengan Uni Soviet dengan menjalankan sistem pemerintahan sosialisme komunisme. Hal ini, membuat AS yang pada saat itu sedang terlibat perang dinggin dengan Uni Soviet menjadi khawatir dan menganggap Cuba sebagai ancaman komunisme,  Sehingga pemerintah AS memutuskan untuk menggulingkan Fidel Castro dengan menggunakan berbagai cara, baik melalui bidang ekonomi, politik, maupun militer.​[1]​  
Pada tahuan 1959, Fidel Castro berhasil merebut kekuasaan dengan menggulingkan pemerintahan diktator Fulgencio Batista melalui gerakan revolusi, yang di kenal dengan istilah revolusi Cuba. Sejak itu, Fidel Castro menjadi pemimpin Cuba dan melakukan berbagai perubahan revolusioner dalam sistim pemerintahan Cuba, termasuk perubahan berbagai kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri.
Pada tanggal 1 Desember 1961 Fidel Castro mengumumkan dirinya dan gerakan revolusioner kepemimpinannya itu sebagai Marxis-Leninis, dan Cuba akan menganut paham sosialisme-komunisme, dengan memilih Moskow sebagai haluan poros Havana.​[2]​   Ketika Uni Soviet menawarkan minyak mentah pada Cuba, perusahaan minyak barat seperti Texaco, Shell, dan Esso menolak membersihkanya, akibatnya Fidel Castro menasionalisasi fasilitas mereka. AS yang menganggap perjanjian kerjasama Cuba-Uni Soviet ini sebagai upaya untuk mengganggu stabilitas kawasan laut Karabia, kemudian melarang impor gula dari Cuba. Cuba membalasnya dengan mengambil lebih banyak perusahaan AS, sehingga AS menjalankan boikot total terhadap perdagangan Cuba, termasuk makanan dan obat-obatan. Selain itu AS juga berusaha menumbangkan kekuasaan Fidel Castro dengan berbagai cara, seperti memutuskan hubungan diplomatik, mengisolasi Cuba, dan invansi teluk babi.​[3]​
Untuk menghadapi tekanan yang di lancarkan AS, Fidel Castro menjalin hubungan dengan Uni Soviet, dan berhasil menyepakati beberapa perjanjian kerjasama, dimana kerjasama yang paling penting bagi Cuba adalah kesediaan Uni Soviet untuk memberi bantuan ekonomi dan militer pada Cuba, juga kemudahan perdagangan dengan negara-negara blok komunis. Hal inilah yang membuat Cuba dapat bertahan dari tekanan-tekanan AS.
Namun, ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1990, Cuba mengalami krisis yang cukup parah. Bantuan luar negeri Uni Soviet hilang, 80 % ekspor yang selama ini di serap negara-negara blok komunis menyusut. Preoduk Domestik Bruto turun hingga 35 %, mengiringi kejatuhan Peso hingga 180 per dollar AS. Dan pada tahuan 1993, aktivitas ekonomi nyaris macet total, sehingga memaksa Fidel Castro mereformasi sistem perekonomianya dengan membuka diri terhadap pasar internasional meniru restrukturisasi ala Uni Soviet (perestroika).​[4]​ 
Pasca runtuhnya Uni Soviet, Cuba memang tidak mendapat banyak dukungan dari kalangan internasional, bahkan hilangnya dukungan negara-negara tetangga di Amerika Latin menyebabkan Cuba mendapat peringatan dari Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, karena pemerintah Cuba menghukum mati tiga orang pembajak kapal feri yang berusaha mencapai AS, dan menahan 75 orang pembangkang dan wartawan hingga 28 tahun. Hal ini, juga membuat Uni Eropa menerapkan sanksi diplomatik terhadap Cuba. Tak lama kemudian, Meksiko dan Peru, negara yang sejak dulu bermitra dengan Cuba, menarik kedutaannya dari Havana.​[5]​
Dibawah tekanan AS dan pengucilan dunia internasional ini, Fidel Castro masih tetap mempertehankan sistem politik, ekonomi, dan soaial Cuba.Bahkan pada tanggal 27 Juli 2002 atas seruan Fidel Castro, Majelis Nasional Cuba memutuskan untuk mengamandemen konstitusi negara, sehingga membuat sistem sosialis Cuba tidak dapat di ganggu gugat dan menutup peluang bagi masuknya sistem kapitalis. Langkah Fidel Castro ini dilakuakan untuk menjawab tekanan dari luar, Khususnya AS yang menghendaki perubahan sistem politik Cuba kearah reformasi yang lebih demokratis. Fidel Castro juga telah menggerakan dan memimpin langsung ratusan ribu rakyat Cuba dalam sebuah long march di seluruh Cuba untuk menolak tuntutan AS tersebut, dan menunjukan pada dunia internasional bahwa ia masih berkuasa dan di dukung oleh rakyat Cuba.​[6]​
Bagi AS, Cuba mungkin merupakan ancaman di bidang politik, militer, dan ekonomi. Konfrontasi antara AS dan Cuba, juga dapat dilihat sebagai perseteruan antara sosialisme-komunisme dan kapitalisme-liberalisme. Sejak keberasilan revolusi Cuba tahun 1959, sembilan presiden AS telah berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Presiden John F. Kennedy adalah yang pertama memulai konfrontasi itu, misalnya: operasi intelijen CIA di Bay of  Pigs Piasco, yang di rancang dengan merekrut 14.000 warga imigran Cuba untuk menyerang pemerintahan Fidel Castro dari wilayah tenggara Coastel, yang kemudian disebut sebagai invansi Teluk Babi.​[7]​  Namun oprasi ini dapat digagalkan Fidel Castro.
Kegagalan invansi Teluk Babi, tidak menyurutkan langkah AS untuk menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro. Presiden John F. Kennedy kemudian mengeluarkan Dekrit no 3447, tertanggal 3 Februari 1962, yang berisi ketentuan bahwa “tidak satupun produk asli Cuba maupun yang datang dari dan melalui Cuba, boleh di impor ke AS”.​[8]​  Selain itu, AS juga mengancam akan mengenakan sanksi keras terhadap siapa saja yang berhubungan keras dengan Cuba. Selain jalur ekonomi, AS juga menggunakan jalur politik untuk menekan Fidel Castro, yaitu dengan mengajak negara-negara lain, khususnya negara-negara di Amerika Latin untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Cuba.
Pasca kepemimpinan John F. Kennedy, presiden-presiden AS masih tetap mempertahankan tekanan-tekanan dan kebijakan AS terhadap Cuba. Seperti diberlakukanya Cuban Democracy Act pada tahun 1992 oleh presiden George Bush, dan Helms Burton Act pada tahun 1996 oleh presiden Bill Clinton.​[9]​  Namun, walaupun mendapat berbagai tekanan dari AS, Cuba masih mendapat bertahan dan Fidel Castro masih menjadi pemimpin negeri sosialis tersebut.
Kini, tanggung jawab kepemimpinan negara AS di pegang oleh George Walker Bush yang menggantikan Bill Clinton pada tahun 2001. Dan, ia telah memutuskan untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan tekanan dan kebijakan para pendahulunya yang ingin menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di Cuba. Presiden George Walker Bush menegaskan bahwa normalisasi penuh hubungan dengan Cuba, pengakuan diplomatik, perdagangan terbuka, dan sebuah program bantuan yang sehat hanya akan mungkin jika Cuba memiliki sebuah pemerintahan baru yang demokratis, berdasarkan hukum, dan hak asasi rakyat Cuba terlindungi.​[10]​ 
Pada bulan Oktober 2003, presiden George Walker Bush mengumumkan dibentuknya Commission For Assistance To A Free Cuba ( Komisi Untuk Bantuan Pada Cuba Bebas ) Komisi ini lalu merekomendasikan agar Bush semangkin meningkatkan tekanan ke Cuba, dan berdasarkan laporan dari komisi ini, George Walker Bush telah menyusun serangkaian rencana atas Cuba. Dimana empat dari lima bab dalam laporan komisi untuk bantuan pada Cuba Bebas setebal 500 halaman itu berbicara mengenai cara membantu pemerintah pasca Fidel Castro yang berusaha membangun demokrasi. Sedangkan bab lainya terfokus pada cara-cara untuk mengakhiri pemerintahan Fidel Castro.​[11]​
Menyikapi tekanan dan kebijakan luar negeri AS dibawah pemerintahan George Walker Bush yang mengeras terhadap Cuba, Fidel Castro mengatakan Cuba akan membela diri demi mempertahankan kedaulatannya. “pejabat-pejabat pemerintah AS seharusnya lebih tenang, lebih berakal sehat, lebih bijaksana, dan lebih cerdas dibanding masa lalu, dalam kebijakan mereka terhadap Cuba” tegasnya.​[12]​
B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka  dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:
1.	Sejauh mana upaya AS dibawah pemerintahan George Walker Bush serta penaruhnya terhadap eksitensi pemerintahan Fidel Castro di Cuba?
2.	Sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintahan Fidel Castro atas tekanan yang dilakukan AS dalam mempertahankan sistem sosialis di Cuba?
3.	Sejauh mana upaya pemerintahan George Walker Bush  dalam bidang ekonomi politik  terhadap pemerintahan Fidel Castro di Cuba ? 

1.	Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang diteliti, penulis merasa perlu membatasi permasalahannya agar lebih efektif dan efisien, maka penulis membatasi permasalahannya hanya menyangkut Bagaimana AS pada pemerintahan George Walker Bush serta pengaruhnya terhadap eksistensi pemerintahan Fidel Castro. Pembatasan periodisasi waktu penelitian dibatasi pada kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, yaitu pada masa priode pertama pemerintahan George Walker Bush.
Namun, penulis tidak menutup kemungkinan untuk membahas masa-masa sebelumnya atau masa diluar waktu tersebut, dengan asumsi bahwa masa di luar waktu tersebut ada kaitannya dan berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.
2.	Perumusan Masalah
Untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan diatas yang berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut; Sejauh mana upaya George walker Bush melakukan tekanan dibidang ekonomi dan politik untuk merubah sistim sosialis dan menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di Cuba. 

C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.  Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memperolah data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berukut:
1.	Untuk mengetahui lebih jauh tentang politik luar negeri AS, khususnya dalam menekan suatu negara atau rezim yang dianggap tidak demokratis dan melanggar hak-hak azasi manusia, dalam hal ini pemerintahan Fidel Castro di Cuba.
2.	Untuk memudahkan analisis terhadap upaya-upaya pemerintahan George Walker Bush dalam menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di Cuba.




Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:
1.	Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci dari masalah yang diteliti
2.	Untuk menambah pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan fenomena internasional
3.	Dari hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangsih  kepada para peneliti Hubungan Internasional dan bisa berguna bagi almamater.


D.	Kerangka Teoritis dan Hipotesis
1.	Kerangka pemikiran
Untuk menunjang pemahaman yang lebih mendalam, dengan disertainya kerangka pemikiran, skripsi ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan  secara ilmiah, dalam proses penulisan sekripsi ini penulis banyak meninjau teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi ini dari para ahli dan pengamat-pengamat internasional yang dijadikan sebagai dasar-dasar pemikiran dalam penulisan skripsi ini.
Sesuai dengan judul skripsi ini penulis mencoba meninjau kembali teori-teori para pakar diawali  dengan apa yang disebut hubungan Internasional?
Amerika Serikat dan Cuba adalah dua negara yang bebeda yang sama-sama merdeka dan berdaulat, namun mereka berinteraksi satu sama lain dalam pergaulan internasional yang didefenisikan dalam hubungan internasional sebagai suatu sistem internasional.
Dalam politik global, suatu negara mengeluarkan kebijakan politik luar negerinya tentu saja  mempunyai tujuan, tujuan ini biasanya mencerminkan kepentingan daripada negara yang mengeluarkan politik luar negerinya. Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya Kamus Hubungan Internasional mendefinisikan arti kepentingan nasional sebagai berikut:
“Kepentingan nasional adalah tujuan utama atau faktor yang paling yang memandu para pembuat keputusan dari suatu negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara adalah sesuatu yang istimewa dengan konsep dasar bahwa semua unsur yang tercakup didalamnya merupakan kebutuhan yang paling penting bagi negara tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi melindungi diri, kemerdekaan, dan kelangsungan ekonomi”​[13]​

Kebijakan politik luar negeri merupakan salah satu instrumen dalam mencapai segala kepentingan nasional, pengertian kebijakan politik luar negeri menurut K. J. Holsti adalah:
“Suatu tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan dalam lingkungannya, yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara dan atau negara-negara lain”​[14]​

Dan menurut K. J. Holsti, ​[15]​ terdapat empat komponen kebijakan luar negeri, yaitu : 
a.	Orientasi Kebijakan Luar Negeri  merupkan sikap dan komitmen umum suatu negaraterhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamental untuk mencapai tujuan dalam dan luar negeri, serta untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan.
b.	Peran Nasional menggambarkan secara garis besar fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan negara dalam berbagai konteks internasional.Tujuan 
c.	Kebijakan Luar Negeri merupakan gambaran suatu peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah melalui pembuatan kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh diluar negeri, dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain.
d.	Tindakan Kebijakan Luar Negeri merupakan situasi-situasi tertentu yang bertanggung jawab kepada orang lain, dan yang dipaksa untuk mengambil keputusan.​[16]​

Jadi untuk memahami tujuan dan tindakan kebijakan luar negeri AS terhadap Cuba, kita juga harus melihat persepsi, citra, sikap, nilai, dan keyakinan mereka yang bertanggung jawab merumuskan tujuan dan memerintah tindakan kebijakan luar negeri tersebut, dalam hal ini Presiden George Walker Bush dan para pejabat tinggi AS. Setiap gambaran tujuan, pilihan diantara rangkaian tindakan, atau tanggapan terhadap situasi dilingkungan, dapat dijelaskan sebagian dari sudut persepsi realitas para pembuat kebijakan. Dan, orang yang bertindak dan memberi reaksi menurut citra mereka tentang lingkungan itu. Dengan citra, kita maksudkan persepsi induvidu  tentang suatu tujuan, fakta, atau tindakan itu dari segi kebaikan atau keburukannya, keramahtamahan atau sikap bermusuhan; dan arti yang berasal atau disimpulkan dari tujuan, fakta, atau tindakan itu. Sikap dapat dipahami sebagai penilaian yang umum tentang tujuan, fakta, atau keadaan tertentu; lebih atau kurang bersahabat, dikehendaki, berbahaya, atau bermusuhan. Dalam hubungan internasional, para pembuat kebijakan berkerja dalam rangka tertentu dari asumsi-asumsi permusuhan atau persahabatan yang bersifat penilaian, kepercayaan atau ketidakpercayaan, dankekuatiran atau keyakinan terhadap pemerintahan atau negara lain. Nilai-nilai kita merupakan hasil didikan,sosialisasi politik dalam berbagai hubungan kelompok, dan pengalaman pribadi. Nilai-nilai menunjukan arah umum yang menjadi tujuan tindakan kita (kekayaan, kekuasaan, prestise, kebahagiaan, isolasi) dan untuk para pembuat kebijakan, semua itu digunakan sebagai alasan dan pembenaran untuk sasaran, keputusan, dan tindakan. Keyakinan sebagai dalil yang di pandang benar oleh para pembuat kebijakan, sekalipun tidak dapat dibuktikan. Dalam pembuatan politik luar negeri, suatu keyakinan itu penting karena keyakinan itu sering dijadikan asumsiyang tidak teruji dan menjadi dasar berbagai pilihan pembuatan kebijakan, misalnya; keyakinan barat pada umum bahwa komunis pada dasarnya menggambarkan suatu ancaman militer.
Puncak perumusan kebijakan luar negeri adalah keputusan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Setiap badan atau kelengkapan yang sah maupun yang tidak sah yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negeri dapat digolongkan sebagai alat atau saranan kebijakan luar negeri.
Sarana dan strategi yang secara luas banyak dipakai untuk mencapai tujuan politik luar negeri, dapat di golongkan sebagai berikut:​[17]​ 
a.	Politis Legal  
Sarana politis legal termasuk penggunaan saluran perundingan, keputusan pengadilan internasional, perjanjian internasional, dan keputusan PBB.
b.	Ekonomi-Keuangan
Alat-alat ekonomi-keuangan yang khas termasuk menaikan atau menurunkan rintangan-rintangan biaya atau memblokir mata uang, kartel, barter, dan sistem kuota atau ekspor-impor berlisensi.
c.	Militer
Penggunaan militer sebagai alat kebijakan politik luar negeri sudah menjadi hal yang biasa dalam politik internasional, Khususnya Pasca Perang Dunia I
d.	Propaganda
Merupakan kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi penandaan atau pandangan umum. Sarana propaganda mempunyai kemampuan ganda yang penting dalam mencari dukungan didalam negeri dan juga dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan negara-negara lain
e.	Ideologi
Suatu idiologi politik adalah suatu sistem gagasan yang di anggap memberi ciri bagi sifat negara dan hubungan antar pemerintah dan warganya. Ideologi yang demikian itu mencakup suatu perangkat nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan moral. Ideologi juga mencerminkan standar pragmatis bagi kelakuan, moral, tata susila, serta pola-pola nilai yang berlainan. Sering kali unsur-unsur ini tidak cocok satu sama lain apabila digunakan sebagai dasar tindakan politik luar negeri. Pertentangan dalam sistem nilai ini yang dianut oleh bangsa-bangsa yang berlainan menyebabkan tegangan yang seringkali menjadi perang idiologi atau perang terbuka. 
f.	Teknik Revolusioner
Selama berabad-abad kegiatan bawah tanah merupakan merupakan salah satu ciri diplomasi, dan pada tahun-tahun terakhir ini, gerakan-gerakan rahasia, spionase, sabotase, penghianatan, terorisme, subversi, dan perang gerilya, telah berkembang mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan sering di pergunakan sebagaisalah satu alat atau strategiuntuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri.
Politik luar negeri AS Pasca Perang Dunia II secara umum bisa dikatakan selalu sama dalam setiap pemerintahan, yaitu berdasarkan pada demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Pada era peranga dingin, tujuan utama politik luar negeri AS adalah untuk membendung pengaruh komunisme, namun setelah runtunya Uni Soviet dan peristiwa tragedi WTC, kebijakan luar negeri AS terfokus pada perang terhadap terorisme.
Menurut Samuel P. Hungtington,​[18]​  untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negerinya, khususnya untuk mendorong penegakan HAM dan demokratisasi di negara-negara yang di anggap tidak demokratis dan menentang AS, pemerintah AS menggunakan berbagai cara di bidang politik, ekonomi, diplomatik, dan militer.
Cara-cara itu antaralain; pertama, peryataan-peryataan presiden, materi luar negeri, dan pejabat-pejabat lain yang mendukung demokratisasi pada umumnya dan demokratisasi di negara-negara tertentu. Serta penilaian tahunan oleh Depertemen Luar Negeri mengenai hak-hak asasi manusia di negara lain.
Kedua, tekanan dan sanksi ekonomi, termasuk pembatasan atau larangan yang ditetapkan kongres terhadap pemberian bantuan, perdagangan, dan penanaman modal AS di negara tertentu, penghentian pemberian bantuan oleh presiden pada kasus-kasus tertentu, dan suara negatif atau abstain terhadap pemberian pinjaman oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral.
Ketiga, tindakan diplomatik, termasuk promosi demokratisasi oleh duta-duta besar AS dan juga kegiatan loby yang dilakukan oleh Panglima Tertinggi Komando Selatan AS di Ekuador dan Chili.
Keempat, dukungan material untuk kekuatan-kekuatan demokratis, misalnya dukungan terhadap gerakan orang-orang Cuba anti-Castro yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan Cuba.
Kelima, tindakan militer, termasuk penggunaan kekuatan militer untuk memaksa negara-negara yang dianggap tidak demokratis, baik itu berupa ancaman militer ataupun penyerangan militer secara langsung terhadap negara tertentu.
Keenam, Diplomasi Multilateral, merupakan upaya AS untuk mencari dukungan dunia internasional terhadap kebijakan yang di ambil tehadap negara tertentu, dan untuk memperoleh persetujuan PBB.
Ketujuh, Tindakan Politik Rahasia,​[19]​ sebagai sarana untuk mencapai tujuan, mempertahankan kepentingan, atau meningkatkan nilai-nilai sosial diluar negeri, pemerintahan AS sering menginfiltrasi organisasi sukarela asing, menseponsori pemogokan dan kerusuhan, membuat sekandal politik, melakukan usaha kudeta, atau diwilayah mereka sendiri menyelenggarakan, melatih, dan mempersenjatai sekelompok penentang asing dan kemudian menyuruh mereka untuk melakukan perang gerilya atau subversi. Tindakan politik rahasia juga mencakup pembunuhan para pejabat pemerintah, diplomat, pemimpin partai, atau orang-orang elit ekonomi. Walaupun pembunuhan bukan suatu bentuk lazim campur tangan dalam masalah-masalah suatu negara, pemerintahan AS melalui CIA kadang-kadang  membiayai atau mendorong unsur-unsur lokal yang mau melakukan pekerjaan itu (dalam kasus ini para pejabat AS sungguh mempertimbangkan secara serius pembunuhan Fidel Castro).  
	Dengan memperhatikan teori-teori dan pendapat-pendapat dari para pakar dapat ditarik konklusi yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis: salah satu motif dari kebijakan Amerika Serikat ke Cuba adalah untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro dan menggantinya dengan pemerintahan yang demokratis. Serta tentu saja untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negerinya. 
	Berdasarkan teori-teori para pakar dalam kerangka pemikiran diatas, penulis akan mencoba mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut:





Berdasarkan latar belakang penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, serta dihubungkan dengan kerangka pemikiran, maka penulis mencoba mengajukan hipotesis terhadap masalah penelitian sebagai berikut:
“Jika kepemimpinan George Walker Bush dapat meningkatkan tekanan berupa embargo ekonomi,  propaganda, dan dukungan gerakan anti Castro, Maka Eksistensi Pemerintahan Fidel Castro di Cuba terus mendapatkan anti pati baik domestik maupun internasional .


3.	Operasionalisasi Variabel dan Indikator
Variabel dalam Hipotesis(Teoritik)	Indikator(Empirik)	Verivikasi(Analisis)
Variabel Bebas:Jika kepemimpinan George Walker Bush dapat meningkatkan tekanan berupa embargo ekonomi,  propaganda, dan dukungan gerakan anti Castro	Adanya kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh Presiden  George Walker Bush untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di CubaAdanya sanksi AS baik dibidang ekonomi maupun politik terhadap pemerintahan Fidel Castro	Data-data dan fakta tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah George Walker Bush terhadap Cuba Data-data dan fakta tentang sanksi yang diberikan AS pada pemerintahan Fidel Castro di Cuba









































Amerika Serikat Pada Kepemimpinan George 
Walker Bush Serta Pengaruhnya Terhadap Eksistensi 
Pemerintahan Fidel Castro di Cuba


E.	Metode dan Tehnik Pengumpulan Data
1.	Tingkat Analisis
Untuk mengarahkan penelitian, adanya angapan dasar  dan kerangka konseptual merupakan pijakan dasar dalam penentuan dan penulisan hipotesis. Untuk keperluan penelitian penulis mencoba mengemukakan serangkaian teori, konsep dan pemikiran para pakar dalam bentuk premis mayor dan premis minor sebagai acuan ilmiah dalam menggeneralisasikan pokok permasalahan yang mempunyai hubungan korelasional antara satu sama lain.

2.	Metode Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada pengamatan atas kasus upaya-upaya pemerintahan George Walker Bush menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di Cuba dimasa priode tahun 2001 awal pemerintahan George Walker Bush sampai dengan 2004. Menurut Dr. Suharsimi Arikanto, jenis penelitian semacam ini tujuannya bukan untuk menguji hipotesis tetapi mempelajari gejala-gajala “……sebanyak-banyaknya,​[20]​ dan merupakan penelitian deskriftif ulang bersifat eksploratif.​[21]​ “pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis.​[22]​ Penelitian mulai dengan melakukan penelitian hingga akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh selain melalui proses analisa,​[23]​ atau sering disebut sebagai penelitian deskriptif analisis.
Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan cara “mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan ……”​[24]​ terhadap munculnya tekanan pada pemerintahan Fidel Castro di Cuba, “kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya melalui kebijakan luar negeri AS terhadap Cuba atau dengan kata lain, berusaha menjelaskan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan.

3.	Teknik Pengumpulan Data








F.	Lokasi dan Lamanya Penelitian
1.	Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, penulis, lebih banyak melakukan observasi dan tinjauan pustaka, mengingat kemampuan kemampuan, data dan waktu ynag tersedia. 
Adapun tempat observasi yang dikunjungi adalah:
a.	CSIS (Center for Strategic and Internasional Studies)
Jl. Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160
b.	BPPK DEPLU RI
Jl. Taman Pejambon No.4 (ex.BP 7) Jakarta Pusat
c.	LIPI
 Jl. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710 Perpustakaan 
d.	FISIP UNPAS Bandung
Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung 40261

2.	Lamanya Penelitian






Dalam menyusun penulisan ini akan dibagi berdasarkan sistematika secara dalam bentuk bab per bab agar dapat mempermudah dalam setiap pembahasan. Penulisan ini dibagi dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab sesuai format yang telah ditentukan dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I	:	PENDAHULUAN
Memuat pendahuluan yang terdiri atas, latar belakang masalah, pembatasandan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teroitis, hipotesis, operasionalisasi dan indikator, skema kerangka teoritis, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II	:    KEBIJAKAN GELOBAL  AS DAN KEPEMIMPINAN
                        GEORGE WALKER BUSH
Dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana kebijakan luar negeri AS atau upaya-upaya pemerintah George Walker Bush di bidang ekonomi untuk menggulingkan Fidel Castro. 
BAB III    :    POLITIK LUAR NEGERI CUBA DAN KEPEMIMPINAN 
                       FIDEL CASTRO
	Dalam bab ini akan membahas tentang sejarah singkat revolusi Cuba yang berhasil mengangkat Fidel Castro menjadi penguasa Cuba, dan bagai mana Fidel Castro menjalankan pemerintahan di Cuba yang kemudian menjadi latar belakang perselisihan AS dan Cuba. Serta menggambarkan upaya-upaya presiden AS sebelum George Walker Bush untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di Cuba.
BAB IV	:	UPAYA PEMERINTAHAN GEORGE WALKER BUSH DI BIDANG POLITIK
Dalam bab ini akan membahas tentang bagai mana upaya-upaya pemerintah AS dibawah George Walker Bush untuk menggulingkan Fidel Castro di bidang politik, termasuk upaya diplomatik dan tindakan politik rahasia. 
BAB V	:	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI




































Upaya menggulingkan pemerintahan sosialis Fidel Castro

Upaya pemerintahan Fidel Castro mempertahankan sistem sosialisnya di Cuba 

Kebijakan Fidel castro menasionalisasikan  perusahaan-perusahaan AS di Cuba tanpa konpensasi serta menjalankan sistem pemerintahan sosialisme-komunisme

Invansi Teluk Babi yang didalangi atau didukung oleh Dinas Intelijen CIA Tahun 1961
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